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HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
DM ?ERSPEK’I‘IF PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Oleh Dy Jeane Neltje Saly, S.H., MH.

A iatar Beiakang

Era reformasz memberi harapan besar terj adinya pembaharuan daiam :

'n_egara konstltusmnal negara hukum dan negara Demokrasi. Hal ini sesuai
dengan apa yang menjadi tuntutan reformasi yang dikemukakan oleh berbagai
komponen masyarakat yang sasaran akhirnya adalah tercapainya tnjuan negara
dan cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan
UUD 1945.

Pada masa reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

menyadari akan kelemahan UUD 1945, Ditambah dengan tuntutan  masyarakat,

MPR telah merubah sikap politik mereka sebelumnya yang menyatakan tidak
akan mengubah UUD 1945. MPR telah melakukan perubahan terhadap UUD
1945 sebanyak ermpat kali dengan beberapa perubahan yang sangat mendasar.
Bahkan MPR telah mereduksi kekuasaannya sendiri dan merubah kedudukan
MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang sama
kedudukanya dengan lembaga negara lainnya.

Lembaga Negara saat ini adalah lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945. Lembaga-lembaga negara dimaksud adalah Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Presiden (termasuk Wakil Presiden), Mahkamah
Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), dan Komisi Yadisial (K'Y). Memperhatikan tugas dan wewenangnya

ke delapan lembaga-negara itu kita dapat membaginya dalam dua kelompok.
Kelompok pertama adalah lembaga-lembaga-negara yang mempunyai tugas
dan wewenang mandiri, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden (termasuk Wakil
Presiden), MA, MK dan BPK. Dikatakan mandiri, karena tidak mempunyai
tugas pelayanan. Lembaga-negara yang pertama ini dapat diberikan sebutan
lembaga-negara utama.
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‘Hal ini dapat kita ketahui dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat (1) tersebut seluruhnya
berbunyi sebagau benkut Hal itu bisa dlhhat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1)

“huruf C bahwa: Mahkamah Konstitusx berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang tethadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
' Iembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang—Undang Dasar

E permhhan umum’”,

" Perubahan pertama kedua ken ga dan keempat dan UUD1 945 sebagm
ai_f_;_lbat reformasi telah merubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara
mendasar, baik mengenai sistem pemerintahan, sistem perwakilan dan
pelaksanaap kekuasaan yudisial. Dalam waktu yang relatif singkat setelah
perubahan UUD 1945 telah dilakukan perubahan dalarm praktek ketatanegaraan
seperti pengisian jabatan presiden telah dilaksanakan melatui pemilihan langsung,
sebagai perwujudan dar sistem pemerintahan presidential yang ditetapkan dalam
UUD 1945, Begitu juga sistem perwakilan UUD 1945 Pasca Amendemen
menetapkan sistem bikameral, melalui pemilahan umum tahun 2004 telah
terbentuk lembaga negara yang baru yaitn DPD sehingga lembaga perwakilan
telah terdiri dari dua kamar yang dikenal dengan DPR dan DPD.

- Walaupun sudah empat kali perubahan dan telah banyak hal yang diubah,
tetapi perubahan itu juga belum memberikan kepuasan dari berbagai kelompok
masyarakat, yang melihat masih banyak juga kelemahan baik dari segi
substansinya maupun dari segi prosedurnya. Salah satu kelemahan yang sering
menjadi topik diskusi adalah mengenai keberadaaan lembaga DPD yang sangat
lemah dan jauh dari konsep bikameral.

Dalam pelaksanaan ketatanegaraan lembaga negara yang mempunyai

~ruang Imgkup kekuasaan masing-masing ada yang dilaksanakan secara mandiri
dan ada yang dilaksanakan bersama-sama. Konsep tersebut menunjukan bahwa
Indonesia tidak menganut teori Trias Politika secara murmni dalam arti pemisahan
kekuasaan.

Idealnya dengan perubahan UUD 1945 diharapkan penyelenggaraan
ketatanegaraan Indonesia akan lebih baik dari pada praktek ketatanegaraan
selama berlakunya UUD 1945, sebelum amandemen, walaupun dalam
beberapa hal masih ditemui kelemahan. Penvelengearaan negara vang baik

disamping ditentukan oleh UUD nya akan ditentukan olch penyelenggaranya,

30




Hubungan Antar Lembaga Negara Dalans Pergpekiif Pasca Amandemen UUD 1945

* - dalam hal ini hubungan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaannya
- hiasingmashlg Penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan yang betul-betul
- sesuai.dan berdasarkan pada UuD. (Konst1tu31) akan melahirkan negara
3'_.konst1tusxonal R : :
. Beberapa permasalahan yang akan dlangkat daiam tuhsan ini adaiah
*'1).. Bagaimana hubungan kelembagaan berdasarkan Undang—Undang Dasar_
1945 asli? - . 2l
' 2) Bagaimana hubungan keiembagaan berdasarkan Undang—Undang Dasar
0 1945 Pasca Amendemen? .. el e
“3)- Bagaimana hubungan antar 1embaga negara dl bldang perundang- -
 undangan? :
4) - Bagaimana hubungan antar lembaga negara di bidang Yudisial?

B _ Konsepsi Lembaga Negara

- Lembaga-lembaga permanen biasanya ditentukan dalam kerangka suatu
negara, berupa konstitusi. Dalam teori konstitusi terdapat berbagai pendapat
pakar di bidang tersebut, a1l Bryce,! mengatakan bahwa: “Constitution
is a frame of political society, organised through and by law; one in which
law has established permanent institutions, which recognised functions
and definite rights”.

Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan
frame atau kerangka suatu negara yang mengatur lembaga-lembaga permanent,
yang memberikan berbagai fungsi yang dalam prakiek antara lain legislative,
eksekutif dan yudikatif. Di Indonesia fungsi dari lembaga-lembaga permanent
tersebut dapat dilihat pada:

®»  Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;
@  Presiden sendir;

«wwm  Mahakamah Agung dengan empat lingkungan kekuasaan kehakiman; -~

dan
a  Mahkamah Konstitusi.

Selain lembaga-negara tersebut juga termasuk Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa

| _Bryes Stadies in Higtory and Iuvisprudence, Harvard University Press, Magsattehngetts 1184

2000, p.18
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'Keuangan (BPK), dan Kormsx Nudisial (KY) Istilah iembaga-negara sendm
untuk pertama kali disebutkan dalam Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/1978.
~ Dalam Ketetapan MPR tersebut dikemukakan adanya Lembaga Tertmgg1
 Negara (seharusnya Lembaga-Negara Tertinggi) seperti MPR & dan Lembaga
Tinggi Negara (seharusnya Lembaga-Negara Tinggi), seperti Presiden (& Wakil
‘Presiden), DPR & =DeWan'Peﬁimbagan Agung (DPA), Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Kepada lembaga—Iembaga
o negara tersebut ditentukan pula fungsi dan hak-halmya HE

o Streng,? mengatakan bahwa: 4 constitution is a collection of prmczples
to: whzch the powers of the government the rights of the oovemed and
the relations between the two are adjusted. T

Berbeda dengan pandangan James Bryce bahwa dalam konst1tus1
terdapat pengaturan lembaga yang bersifat tetap (permanent instifutions), C.F
Strong menyebutnya the government (pemerintah). Berbagai pakar mengatakan,
antara lain Taufik Sri Soemantri®, Istilah pemerintah (government) ini
mempunyai dua macam pengertian, pengertian yang luas dan pengertian yang
sempit. Yang dimaksud dengan pengertian yang luas adalah segala badan
kenegaraan atau lembaga-negara yang terdapat dalam konstitusi. Kalau hal ini
kita hubungkan dengan UUD 1945 setelah empat kali diubah, lembaga-lembaga
negara tersebut meliputi MPR, DPR, DPD, Presiden (& Wakil Presiden),
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yadisial dan BPK.

Tidak banyak literatur di Indonesia yang membahas mengenai pengertian
lembaga negara. Setiap tulisan yang membahas mengenai lembaga negara
berdasarkan UUD 1945 langsung merujuk pada Ketetapan MPR No. I/
MPR/1978. Pembahasan mengenai konsepsi lembaga negara baru dapat diternui
melalui tulisan beberapa Hakim Konstitusi. HAS Natabaya menulis mengenai
Lembaga (Tinggi) Negara menurut UUD 1945 dalam bukuMenjaga Denvut
. Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi. Menurut HAS
Natabaya' istilah badan, organ, atau lembaga mempunyai makna yang

?  Strong. Modern Political Constitutions, Yale University, New York, 10998, P 31.

' Taufik 8ri Soemantri, Lembaga Negara Dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan
Menurut UUD 45, Paper dikemukakan dalam Seminar Dialeg Hukum dan Non-Hukum dengan tema :
Penatean State- Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaran, vang diselenggarakan oleh Badan
Pembinaan Hukum MNasional, Dep. Hukum don Hak Azasi Manusia dengan Fakultes Hukum Universitas
Alrlangga, di Surabays pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2007. Makalah ini hanya untuk bahan

dighsei dan fidal diterbithan dalams hese) ap
*  HAS Natabaya, Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konsttusi
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és_ens_inya_kmang lebih sama. Ketiganya dapat digunakan untuk menyebutkan
'siiatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan
. negara. Namun demﬂqan perlu ditekankan adanya konsistensi penggunaan istilah
_agar tidak digunakan dua istilah untuk maksud yang sama. - :
‘Berkenaan dengan lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945
lPascaAmandemen terdapat beberapa pendapat. Menurut HAS Natabaya,’
_organ/iembaga/badan negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh UUD
“maupun oleh UU, yang dimuat secara tegas dalam UUD 1945 Pasca
:famandemen adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan
Rakyat Dewan Perwakilan Daerah; Presiden; Mahkamah Agung; Mahkamah
Konstitosi; Badan Pemeriksa Keuangan; Komisi Yudisial; Komisi Pemilihan
Umum; Bank Sentral; dan Pemerintahan Daerah.

.- :Menurutnya berkembang pendapat mengenai pengklasifikasian lembaga-
lembaga negara tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain; Pertama,
berdasarkan kewenangannya. Ada kewenangan lembaganegara yang diberikan
oleh Undang-Undang Dasar dan ada kewenangan lembaga negara yang tidak
diberikan oleh Undang-Undang Dasar melainkan oleh Undang-undang.
Pengklasifikasian ini dilakukan mengingat adanya kewenangan Mahkamah
Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kedua,
pengklasifikasian lembaga negara berdasarkan pembagian lembaga negara
utama (main state’s organ) dan lembaga negara bantu (auxiliary state’s
organ), Pembagian tersebut mengacu pada pengelompokan berdasarkan ajaran
trias politica (Montesquieu dan John Locke) dan ajaran catur praja Van
Vollenhoven.

Berdasarkan kiasifikasi yang pertama disimpulkan bahwa MPR, DPR,
DPD, Presiden, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, KPU, dan Pemerintahan
Daerah adalah lembaga/organ negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
Untuk klasifikasi kedua, yang termasuk lembaga negara utama adalah MPR,
DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK, sementara lembaga lainnya merupakan
bagian atau dapat dikelompokkan ke dalam salah satu cabang penyelenggara
pemerintahan negara tersebut (lembaga negara bantu).

* ibid
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Menurut J imly Asshiddigie,> UUD-1945 pasca perubahan resmi
menganut pemisahan kekuasaan dengan mencembancrkan mekanisme checks
and balances yang lebih fun gsmnal Dencvan konsep pemlsahan kekuasaan
-~ tersebut, format kelembagaan negaraRI meliputi: MPR,DPR, dan DPD sebagax
o ?arlemen Indonesia; Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai

: pemegang kekuas aan kehaklman dan Plemden dan Wakil Presaden sebagal

o _Lepalapemelmtahan eksekutu Adapun keberadaan BPK dan Komm Yudisial
- '_':-'dapat dlkatakan tidak berdiri sendm Keberadaanmasmw—masmg besertatuﬁas-

tugas dan kewenanrrannya hamslah dikaitkan dan terkait dengan tu; gas—tugas
dan kewenangan lembaga yang menjadi mitra kerjanya, yaith BPK terkait
dengan DPR dan DPD, sedangkan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.
Selain lembaga-lembaga negara tersebut, bentuk keorganisasian negara modein
dewasa ini juga mengalami perkembangan yang pesat. Ada dua tingkatan,
pertama Tentara, organisasi Kepolisian dan Kejaksaan Agung, serta Bank
Sentral. Sedangkan pada tingkatan kedua ada Komnas HAM, KPU, Komisi
Ombudsman, KPPU, KPX, KKR, dan KPIL Lembaga-lembaga ini
digolongkan dalam Badan-Badan Eksekutif yang Bersifat Independen. Komisi
ataulembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali
memiliki fungsi yang campur-sari, yaitu semi-legislatif dan regulatif, semi
administratif, dan bahkan semi-judikatif. Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat
istilah independent self regulatory bodies yang juga berkembang di banyak
negara. Di Amerika Serikat, lembaga seperti ini tercatat lebih dari 30-an
jumlahnya dan pada umumnya jalur pertanggungjawabannya secara fungsional
dikaitkan dengan Kongres Amerika Serikat.

C. Sistem Kelembagaan

. Perbedaan struktur lembaga kenegaraan RI sebelum dan setelah
perubahan UUD 1945 dalam materi sosialisasi vang dilakukan oleh Anggota
MPR adalah sebagai bertkut:

¢ Jimly Assiddigie, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuazsaan Dalam UUD 1045,
FH UII Pre, Yogyakarta, 2004
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S_p:uktur iembaga kenegaraan sebelum perubahan UuD 1945

MPR

MA DPA PRE DPR BPK

RAKYAT

Strukiur lembaga kenegaraan setelah perubahan UUD 1945

uub

MPR || DPD || DPR || PRE || BPK || MA || MK

RAKYAT

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam organisasi
negara modern terjadi perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat
daxi struktur organisasi (kelembagaan) di dalam suatu negara. Konsep pemisahan
kekuasaan berdasarkan Trias Politica masih tetap menjadi poros acuan, schingga
kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif harus selalu
ada untuk sebuah negara demokrasi modern. Walaupun demikian, konsep
pemisahan kekuasaan tidak dapat memisahkan sama sekali antara lembaga
yang satu dengan yang lain, sehingga kemudian berkembang mekanisme checks
and balances. Seiring dengan perkembangan vang terjadi, lembaga-lembaga
dengan variasi fungsi-fungsi semakin tumbuh kavena dirasakan pentingnya adanya
suatu kekhususan. Kehadiran lembaga-lembaga bary menimbulkan berbagai

pendapat untuk pengklasifikasiannya. Dengan mengacu pada Trias Politika,
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}embaoa—lc—:mbaoa tersebut djkeiompokkan menj jadi barqan dari masmg—masmcr
R _"kekuasaan Penetapan lembaga-lembaga negara Republik Indonesm

_'  berdasarkan Perubahan UUD 1945 (dengan adanya pengaruh penetapan
- 'iembaga negara sebelumnya) dilakukan dengan cara: :

- @ Mengubah kedudukan MPR menjadi segajar dengan Iembaga negara
L lamnya
L) Mempenahanl\an kedudukan 1embacra lembaga negara yang lama
 (Presiden, DPR;BPK,MA) =5 = |
FLI Menambahkan iembaga-lembava necaxa baiu yanfr berdasarkm
 rumpunkekuasaan legislatif (DPD) dan rumpun kekuasaan yudikatif
(Mahkamah Konstitusi),

Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga negara berdasarkan Perubahan
UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Ketjuh
lembaga negara tersebut adalah lembaga negara yang utama. Sementara
lembaga-lembaga negara tambahan lainnya dikategorikan lembaga negara bantu.
Meskipun demikian, perkembangan akan terus terjadi seiring dengan adanya
Malikamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi
yang akan mengembangkan yurisprudensi. Dalam kajian hubungan antarlembaga
negara berdasarkan UUD 1945 Pasca Amandemen, maka lembaga negara
vang dimaksud dibatasi pada MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan
BPK.

D. Hubungan Antar Lembaga Negara Di Bidang Perundang-undangan

UUD Negara Rrepublik Indonesia Tahun 1945, tidak menganut ajaran
Trias Politika, dalam arti pemisahan kekuasaan (saparation of power) melainkan
dalam arti pembagian kekuasaan (distribution of power) antara kekuasaan
_.badan eksekutif dengan badan legislatif. Pada dasarnya dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945, ada 3 (tiga) lembaga
yang mempunyai kewenangan di bidang legisiasi, yaitu; DPR, Presiden dan
DPD.

Pengaturan dalam UUD Negara RI tahun 1945 (sebelum amademen)
memang menegaskan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada
pada Presiden. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1), seperti yang dijelaskan
sebagai berikut : “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Tetapi dalam pasal 2] ayat
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ﬁ(l)_ UUD 1945 (sebelum amademen), juga dijelaskan sebagai berikut :
- 5;‘-"A_n ggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan
-:_tndang»undang”. _ o o
_ '_ . Dari ketentuan dua pasal ini, jelas terlibat bahwa kekuasaan membentuk
-undang-undang jelas pada Presiden, DPR hanya pada batas memberikan
'persetUJuall Namun, ang gota DPR dapat menoaj jukan undang~undang pada
: Pres1den '
" Berbeda setelah amademen UUD Negara RiTahun 1945, kekuasaan
'membentuk undang-undang sudah berada ditangan DPR. Presiden diberikan
hak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pengaturan semacam ini dapat dithat dalam Pasal 20 ayat (1) seperti ditegaskan
sebagai berikut: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
undang-undang.” Sedangkan pasal 5 ayat (1) juga dijelaskan “Presiden berhak
mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Ralcyat.”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal ind, jelas tergambar bahwa telah terjadi
pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang semula berada ditangan
Presiden beralih kepada DPR. Dengan demikian, benar apa yang dikatakan
Asshiddigie, amademen UUD Negara RI Tahun 1945 telah terjadi pergeseran
kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR. Akan tetapi
pergeseran itu menurut Asshiddigie, sebenarnya mengembalikan kekuasaan
legislatif pada abad ke-19. Karena pada abad ini, kekuasaan legislatif (DPR)
sangat dominan, Penonjolan ini sebagai perwujudan dari meningkatkan aspirasi
rakyat atas dominasi raja-raja tirani pada waktu itu.

Secara teoritis kekuasaan membentuk undang-undang itu berada di DPR.
Hal ini, bukan berarti menghilangkan sama sekali kekuasaan Presiden dalam
pembentukan undang-undang. Presiden dapat memberikan masukan-masukan
dan pertimbangan dalam pembahasan rancangan undang-undang. Namun
demikian, supaya tidak terjadi kekuasaan mutlak DPR dalam pembentukan
undang-undang, maka Presiden mesti diberi hak veto, terhadap undang-undang
yang telah disetujui oleh DPR. Ketentuan semacam int dapat dipahami,
Presidenlah yang akan menjalankan undang-undang tersebut. Seperti yang
dikatakan Strong, kewenangan eksekutif hanya berkenaan dengan
merencanakan undang-undang dan membahasnya bersama badan perwakilan
rakyat sampai menjadi undang-undang .

DPD juga merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan di

bidang perundang-undangan. Keberadaan DPD sebagai lembaga baru ditingkat
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_'pusat udak terlepas dari kemgman untuk - menciptakan sistem bicameml dalam
' -'lembaca legislatif.‘Pada awalnya menimbulkan kerancuan kal ena
: keudakjelasan kedudukan utusan daerah sebagai representasi keterwakﬂan

. 'daerah dﬂembaca legislatif. Bila dibandinglkan dengan negara }am Ameuka

B _Senakat mlsainya terbenttﬂcnya sistern dua kamar merupakan hasil komproml
“antara negara bagian yang belpenduduk banyak dengan negara bagian yang
' 'belpenduduk sedikit. House of Representanves mewakili seluruh rakyat yang

" berkedudukan sebagai kamar peitama. Sedangkan senate mewakili negara

2 ":'baczan sebagau kamarkedua Kedua lembagaini, mempunyai kekuasaan yanﬂ
- seimbang dalam pembentukan undang-undang. o
- Bilasistem Amerika yang dijadikan pedoman dalam pembenbentukau
DPD, tentu DPD merupakan kamar kedua disamping DPR. Asshiddqie
mengatakan,’ karena MPR sekarang ini sudah bertumpu kepada dua pilar
perwakilan yaitu DPR dan DPD maka perlu dibedakan bahwa DPR merupakan
perwakilan dari partai politik, sedangkan DPD perwakilan dari daerah.

Ditetapkan DPD sebagai kamar kedua, menurut Svemantri tidak terlepas
dari gagasan sebagai berikut: “Pertama adanya tuntunan demokratis, bahwa
pengisian anggota lembaga negara senantiasa dapat mengikutkan rakyat pernilih,
sehingga keberadaan utusan daerah dan utusan golongan dikomposisi MPR
semula ditunjuk oleh unsur pemerintah digantikan dengan pembentukan DPD.
Kedua, pembentukan DPD juga terlekati dengan semakin maraknya tuntutan
penyelenggaraan otonomi daerah, yang jika tidak dikendalikan dengan baik
berujung pada tuntunan separatisme sehingga DPD dibentuk sebagai
representasi rakyat didaerah.”

Pengaturan pengisian anggota DPD melalui Pemilu, dalam substansi
konstitusi sudah tepat. Hal ini, dikarenakan DPD sebagai representasi
keterwakilan daerah, untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan ditingkat
- pusat. Untuk itu, wajar anggota DPD dipilih oleh rakyat daerah secara langsung
dengan menggunakan sistem distrik. Dipilihnya anggota DPD secara langsung,
maka eksistensi DPD akan mendapatkan legitimasi yang kuat. Sehingga
diharapkan meningkatkan kinerja DPD dalam pembentukan undang-undang.

" ibid
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) Namun, adanya pembatasan jumlah anggota DPD, dibandingkan dengan
“anggota DPR (hanya 1/3 anggota DPR), perlu dipertanyakan. Apakah dengan
5 jumlah anggota sepertl itu dapat mengxmbang; kekuasaan DPR. Memang Jumlah

= anggota belum dapat dljadikan ukuran untuk menentukan kuat atau lemahnya -

.-kedudukan lembaga perwakilan dalam sistem blkameral Tetapi sangat
dltentukan oleh kekuasaan dan kewenangan, yang d1benkan kepada lembaga
g tersebut Amemka Senkat nusalnya dan 50 negara baglan masing-masingnya

sebanyak 2 orang, _mesk1pun Jumlah anggota senate lebih sedikit jika
chbandmﬂkan Haouse of Representatwes tetapi kekuasaan pembentukan '

undan ig-undang oleh kedua lembaoa tersebut adalah sama (setmbang).

. ‘Berbeda dalam pengaturan UUD Negara RI Tahun 1943, kekuasaan
yang diberikan kepada DPD, sangat terbatas. Hal ini tercermin dalam ketentuan
Pasal 22D, sepeiti ditegas_k_an sebagai berikut:

~®#  Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajuan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan penggabungan serta pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah
a  Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan penggabungan serta pemekaran daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta
memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan
dan agama

" Berdasarkan pada pengaturan Pasal tersebut di atas jelas tergambar |

bahwa kekuasaan DPD dalam pembentukan undang-undang yang mengatakan
bahwa DPD “dapat mengajukan” rancangan undang-undang kepada DPR,
dalam hal yang berhubungan dengan persoalan daerah. Keterbasaan kekuasaan

DPD sulit dibantah bahwa keberadaan ini lebith merupakan sub-ordinasi dart

DPR. Padahal dalam sistem bicameral, seharusnya masing-masing kamar
diberikan kewenangan yang relatif berimbang dalam rangka menciptakan

TMCKANISITE CHECK and DAlances.
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Segak Gmbang 1eform351 chbuka secara besar—besaran tahun 1998 yanc
B lalu paradigma peradlian satu atap di bawah Mahkamah Avung semakm
o "menguat Aspn‘as1 aspirasi pun muiai bennunculan dan berkembang d1 tenoah
- _5masyarkat Majelis Peimusyawaratan Rakyat (MPR) sebagal Iembaca temngg1
ne gal& (Pasal i ayat ) sebe}um amandemen UUD 1945) yang melaksanakan
2 kedaulatan 1akyat sege:aa menanckftp dan memndak.an}utl asplram asplta31
: '_-'tel sebut deakan mer eka tercermin meialul dztetapkannya TAPMPR No.
© X/MPR/1998 tentan g Pokok—pokok Reformas1 Pembangunan dalam Rangka
Penyelamatan Nonnahsa51 Kehldupan Nasmnal sebacrzu Haluan Negara Pada
Bab C MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformem
Pembancrunan dalam Rangka Penyelamatan Normalisasi Kehldupan Nasional
sebagal Halvan Negara, yang diberi judul Hu}mm ditegaskan periunya1efoma51
di segala bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis antara fungsi
eksekutlf dan fingsi kekuasaan yudikatif, \

‘Dalam lingkungan Mahkamah Agung terdapat empat lingkungan
peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara,
dan peradilan meliter. Karena latar belakang sejarahnya maka administrasi
lingkungan peradilan agama berada dibawah Departemen Agama, dan
administrasi peradilan militer berada dibawah pengendalian organisasi tentara.
Namun demikian, sejalan dengan semangat reformasi, dengan diundangkannya
UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman menempatkan
keberadaan keempat lingkungan peradilan itu secara organisasi, adminisirasi
dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung, Hal ini dianggap penting dalam
rangka perwujuian kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya negara
hukum yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang ‘independen dan

Cimpartial’.
| Berkenaan dengan kewenangannya, Mahkamah Agung daiam artl luas
sebenarnya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus (a)
permohonan kasasi; (b) sengketa kewenangan mengadili (kompetensi
pengadilan); (c¢) pernohonan Peninjauan Kembali (PK) putusan yang
memperoleh kekuatan hukum yang tetap; (d) permohonan pengujian peraturan
perundang-undangan (judcial review).

Disamping itu, dapat pula diatur mengenai kewenangan Mahkamah

ATy UMk mMemberiian pendapat UKWm aias pemintaan Presiden atau
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: 1embaga tinggi negara lainnya. Hal ini dianggap perlu, agar Mahkamah Agung
': _b_e_nar -benar dapat berfungsi sebagai rumah keadilan bagi siapa saja dan
lembaga yang memerlukan 'p'e'r;dapat hukum mengenai suatu masalah yang
~dihadapi. Dalam perumusan Pasal 24A ayat(1) hasil Perubahan Ketiga UUD
1945 dinyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkar

kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
-_'tehadap Undang-Undang Dasar dan mempunyat wewenang lamnya yang
; _dzbenkan oleh undang-undang’”. ;

“Secara lebih rinci dapat di uralkan bahwa Mahkamah Afrun g sebagai
Lernbaca Tinggi Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan
merupakan Pengadilan Negara tertinggi mempunyai fungsi-fungsi sebagai
berkut;
= Fungsibidang peradilan
= Fungsi bidang pengawasan

= Fungsi bidang pemberian nasehat

=  Fungsibidang pengaturan

s Fungsibidang administrasi

2 Fungsi bidang tugas dan kewenangan lainnya

Dalam bidang peradilan, Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan
menangani lima hal yaitu:

»  Kasasi (Pasal 24 A UUD 1945 setelah perubahan, Pasal 10 ayat (3)
U No. 14 Tahun 1970, Pasal 29 UU No. 14 Tahun 1983, dan
Pasal 11 ayat (2) huruf a UU No. 4 Tahun 2004, serta Pasal 45A
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
= Peninjauan kembali (Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 66 UU
_ No.14Tahun 1985) -

o Sengketa wewenang mengadili ( Pasal 33 UU No. 14 Tahun 1985)
= Menguji meterial terhadap peraturan perundang-undangan dibawah
undang-undang (Pasal 24 A UUD 1945 setelah perubahan Pasal 26
UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985, dan
Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No 4 Tahun 2004, serta Pasal 31 dan
31AUU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
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B Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang
. timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal
‘perang Indonesia (Pasal 33 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985)

~-®..-Melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam
B ﬁngkungan peradilan yang berada di bawahnya, berdasarkan ketentuan

++ undang-undang (Pasal 11 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004) -
B Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam
- permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 setelah
- -perubahan dan Pasal 35 Undang-Undang No 5 Tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamal Agung)

Disamping Mahkamah Agung, pemegang kekuasaan judiciil yang lain
adalah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing lembaga punya bidang kekuasaan
kehakiman yang berbeda, Mahkamah Agung dalam peradilan umum (Justice
of Court) sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam peradilan konstitusi
{Constitutional of Court).

Mahkamah Konstitusi sebagai “the gurdian of constitution”
menpunyai lima Kewenangan yang telah ditentukan dalam Pasal 24 C ayat (1)
Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu:

= Menguji (judicial review) undang-undang tethadap UUD;

= Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD;

= Memutus pembubaran parpol;

= Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

= Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Dengan demikian ada empat kewenangan Mahkamah Konstitusi dan
satu kewajiban konstitusiaonal bagi Mahkamah Konstitusi yaitu Wajib
memberikan putusan atas pendapat DPR Rl mengenai pelanggaran UUD 1945
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengadilan yang dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final.

Menurut Jimly Assiddeqgie bahwa Mahkamah Agung Merupakan puncak
petjuangan keadilan bagi setiap warga negara, Hakikat dan berfungsinva
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- berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang tidak berhubungan dengan dengan

“tontutan keadilan bagi warga negara melamkan dengan sistem hukum yang
-'_-berdasarkan konstitusi. - : '

-~ Merujuk hal di atas, Mahkamah Agung tldak bisa dipisahkan dengan

: Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, walau punya

_ - kompetensi dan yurisdiksi masing-masing. Ketimpangan disebabkan salah satu

' pemegang kekuasaan kehakiman tidak berjalan dengan baik, secara tidak

; _'lancsuncr akan berdampak pada lembaga lainnya. Untuk itu sebagai pemegang

kekuasaan kehakiman di Republik ini, secara kelembagaan Mahkamah Agung

dan Mahkamah Konstitusi mempunyai keterkaitan dalam menjalankan amanat

konstitusl.

... Hubungan kewenangan lainnya antara Mahkamah Agung dengan
Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal, jika ada judisial review peraturan
perundang-undangan dibawah undang-undang diajukan oleh masyarakat dan
atau lembaga negara kepada Mahkamah Agung, sedang di waktu bersamaan
undang-undang yang menjadi payung hukum (umbrella act) peraturan
perundang-undangan tersebut masih atan sedang dalam proses uji materil di
Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Agung untuk sementara waktu harus
menghentikan proses uji materil tersebut sampai adanya putusan dari Mahkamah
Konstitast,

Dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) jelas dinyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yaitu menghendaki kekuasaan
kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Namun penegasan
yang dinyatakan dalam UUD 1945 tidaklah berarti menutap sama sekali
hubungan Mahkamah Agung secara kelembagaan dengan lembaga negara
lainnya terutama Presiden.

Kemerdekaan yang dimaksud hanya dalam wilayah yudisial, tapt dalam
kerangka bernegara maka Mahkamah Agung tidak bisa berjalan sendiri tanpa
didampingi oleh kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Hal tersebut disebabkan karena Indonesia tidaklah menerapkan pemisahan
kekuasaan {separation of power) secara kaku sebagaimana ajaran
Montesquie, yang menuntut masing-masing kekuasaan (trias politika) berjalan
secara mandiri dan terpisah satu sama lain.

| Untuk itu sebagai lembaga negara dalam sebuah konsiruksi negara
_ RepublikIndonesia_maka secara kelembagan dalam hal ini dengan Presiden,
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hal: -~

Mahkamah A gun paling tidak mempunyai hubungan kerja dlantaranya dalam

Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan—pertimbangan

.+ dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga-

- lembaganegara, termasuk dalam hal ini yang diminta ataun tidak oleh
- Presiden berkenaan penyelenggaraan negara. - SRS

- Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada

Presiden dalam hal pemberian/penolakan grasi sebagalmana diatur

- dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945

F. Kesimpulan

D

2)

3)

4)

Ketentvan-ketentuan mengenai lembaga negara yang ditetapkan dalam
UUD 1945 Pasca Amandemen belum sepenuhnya mencerminkan,
apa yang menjadi tujuan pembentukan UUD secara umum dan thjuan
perubahan UUD 1945 secara khusus

Kewenangan masing-masing lembaga negara yang ditetapkan dalam
UUD 1945 Pasca Amandemen belum sepenuhnya dapat mewujudkan
prinsip checks and balances

Banyak kewenangan dari suafu lembaga negara yang terkait dengan
lembaga negara lain, terutama di bidang pemerintahan dan perundang-
undangan

Mahkamah Agung tidak bisa dipisahkan dengan Mahkamah Konstitusi
dalam menjalankan kekuvasaan kehakiman. Tidak harmonisnya
hubungan Jembaga negara di bidang yudisial akan berimbas pada
lembaga-lembaga lainnya. Karenanya sebagai pemegang kekuasaan
kehakiman di Republik ini, secara kelembagaan Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi mempunyai keterkaitan dalam menjalankan
amanat konstitusi.

G Rekomendasi

@

Hubungan kewenangan antar lembaga negara juga ditetapkan dalam
UUD 1945 Pasca Amandemen itu perlu pengaturan pelaksanaan dalam
bentuk undang-undang supaya tidak menimbulkan sengketa
kewenangan antar lembaga negara
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o 1ada}ah _]ustlﬁkasz yangutama

namun yang lebih diperlukan adalah penataan eksistensinya lembaga
negara pendukung sebagai “supporting organs” (atau “auxiliary
bodies’) dari “main organs” (lembaga Kekuasaan Kehakiman, yaitu -~

- Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan sebuak -
Mahkamah Konstitusi), karena interelasi keiembagaan yang sinergitas
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